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BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 18 /Kep, Bup/BEPSDM/ 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

AN. MUHAMMAD SALAHUDDIN, 5. AP NIP. 19821222 200901 1 013

Menimbang

Mengingat

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf e Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil, scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negerl Sipil, menyatakan Pegawai
Negeri Sipil diberhentikan dar Jabatan Fungsional apabila
ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional;

bahwa Pegawal Negen Sipil an, MUHAMMAD SALAHUDDIN,
5. AP NIP. 19821222 200901 1 013 Pangkat/Golongan Ruang
Penata Muda Tk. 1, Ill/b Jabatan Polisi Pamong Praja Ahli
Pertama, diangkat dalam jabatan Pengawas Kasi Penegnkan
Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat
berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor
748 /Kep.Bup/BEKPSDM /2022 tanggal 20 Desember 2022
tentang Mutasi dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tanjung JJabung Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurufl & dan huruf b, perfu menctapkan Keputusan
Bupati tentang Pemberhentian Pegawan Neger1 Sipil dan
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja a.n. MUHAMMAD
SALAHUDDIN, S. AP NIP. 10821220 200001 1 013;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Sarolangun Bangko dan
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-
Undang Nomer 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom  Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propins
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2755);
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Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten SBarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jamb dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tshun 1992 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)
schagaimana tclah diubah dengan UndangUndang Nomaor 14
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
34 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran  Negars
Republik Indonesia Nomor 3964);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tembahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagainmiana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang MNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara |(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494 ;

Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Momor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014  tentnng  Pemerintohan Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

LUindang-Lindang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sehagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
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Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6037) scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah  Nomor 17 Tabun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Kepublik Indonesia ‘Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformas: Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);

Peraturan Menteri Dalam WNegeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebapaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier
Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 526);

Peraturan Menteri Pendayvagunaan Aparatur Negara dan
Reformas) Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Kinerja Pegawal Aparatur Sipil Negara [Beritn Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomar 155);

Peraturan Menteri Pendayagunasn Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tehun 2023 tentang Jabatan
Fungsional (Berita Nepara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 54);
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daergh (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Baral
Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Terhitung mulai tanggal 1 Februan 2023 memberhentikan
Pegawal Negeri Sipil sebagai berikut :

Nama : MUHAMMAD SALAHUDDIN, S. AP
NIP 1 19821222 200901 1 013
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Tungkal, 22-12-1982
Pangkat/Gal. Ruang : Penata Muda Tk. I, I/ b

Jabatan : Polisi Pamong Praja Ahli Pertama

Dari Jabatan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama dengan angka
kredit 188, 630 (Seratus delapan puluh delapan koma enam tga
nol].

Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU tidak diberikan tunjangan [ungsional berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawal  Negeri  Sipll  sebapabmana dimaksud  pada Dikoum
KESATU dapat diangkat kembali dalam jabatan Fungsional Polisi
Pamong Praja Ahli Pertama sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

Asli  keputusan Bupati ini  disampaikan  kepada  yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Mitetapkan di Kuala Tungka)
pada tanggal 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
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ANWAR SADAT



